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1.1 Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen dan menciptakan dependensi bagi warga Negara dalam urusannya sebagai warga Negara. Warga Negara atau masyarakat dianggap sebagai follower dalam setiap kebijakan,program atau pelayanan publik. Masyarkat dianggap sebagai makhluk yang patuh, selalu menerima setiap aktivitas biroktasi, padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat” (Dwiyanto,2006:59).
Di Indonesia, Sistem Administrasi Publik yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental. Pertama, sebagai fakta sejarah bangsa, sistem administrasi yang diterapkan adalah peninggalan pemerintah kolonial. Sruktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yag ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan dari pada pemenuhan hak sipil warga Negara (Thoha,2003).









Penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain banyaknya pengaduan,keluhan, yang disampaikan langsung kepada unit kantor pelayanan menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informative, kurang akomodatif, kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan budaya serta masih dijumpai adanya praktek pungutan tidak resmi (Men-Pan,2003).
 Masalah timbul dari masyarakat adalah masyarakat tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja pelayanan publik pada dinas sebagai instansi tingkat pemerintahan yang berwenang baik dalam masalah pelayanannya seperti berapa lama pembuatan,kinerja pelayannya ataupun mengenai biaya. Penyelenggara pelayanan oleh pemerintah yang cenderung menganggap bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, itu tidak akan merubah gaji dan pendapatan mereka. Profesionalisme bukan menjadi tujuan utama mereka. Mereka mau melayani hanya karena tuntutan profesionalisme kerja. Ini yang membuat berkepihakannya kepada masyarakat menjadi sangat rendah. Pelayanan publik akan bersikap ramah kepada masyarakat pengguna layanan kalau ada sesuatu yang memberikan keuntungan atau melatar belakangi, seperti hubungan pertemanan, status ekonomi dan lain lain.
Perizinan adalah salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan yag dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yag dilakukan oleh masyarakat. Persetujuan Bangunan Gedung disingkat (PBG) adalah persetujuan resmi  dari Bupati untuk memanfaatkan/menggunakan bangunan dengan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pengurusan pembuatan Persetujuan Gedung Bangunan memiliki arti penting sebagai salah satu identitas dari mendirikan bangunan yang di dirikan oleh perorangan maupun kelompok.
Berdasarkan hasil wawancara masyarakat, peneliti menemukan permasalahan yang menarik untuk peneliti bahas. Antara lain masyarakat mengeluhkan lambatnya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dengan berbagai dalih, adanya perlakuan yang tidak sama dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan penerbitan PBG, penyelesaian SK penerbitan yang diajukan melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan.
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana kualitas pelayanan dalam melayani pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu melihat masalah yang terjadi pada saat observasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yaitu tentang pelayanan yang belum optimal. Penulis melakukan penelitian tentang masalah ini dan membuat penelitian dengan judul “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON”.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam rumusan masalah ini peneliti bertujuan untuk merumuskan masalah agar penelitian terarah dalam batasan yang telah ditetapkan. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
a. Kualitas pelayanan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang belum optimal.
b. Masyarakat merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat.
1.3 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :
a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon?
b. Apakah kebijakan yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon?
c. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon?
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian in sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
b. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam peningkatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
d. 

1.5 Kegunaan Penelitian 
Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi semua.
1.5.1 Secara Teoritis 
a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
1.5.2 Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan atau konsep Pegawai Dinas khususnya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat umumnya dalam meningkatkan pengetahuan.
b. Sebagai bahan masukan bagi instansi khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
c. Sebagai bahan atau referensi dalam melakukan penelitian lanjutan.
1.6 Kerangka Pemikiran
1.6.1 Kualitas
Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb) atas mutu. Pengertian kualitas menurut Tjiptono (1997), adalah kesesuaian dengan persyaratan kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan bebas dari kerusakan/cacat. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat melakukan segala sesuatu secara benar sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Menurut Gasperz (1997) menyatakan kualitas adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh produk yang sanggup memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (1997) adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.
Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa , manusia proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. 

1.6.2 Pelayanan Publik
Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas atau organisasi yang memberikan pelayanan.
Menurut Hardiansyah (2011:11), mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak lain. Sementara, Kotler dalam Sinambela (2011:4), mendeskripsikannya tiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan pelayanan tidak hanya dilihat melalui hasil atau produk layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap pemberi layanan.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik berasal dari bahasa inggris (public) yag berarti umum, orang banyak, ramai (Sinambella Litjan Poltak, 2011:5).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sam, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.
Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. 
Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyato Agus (2006:136), mendefinisikan pelayanan publik adalah: 
Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin Mendirika Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, lisrik dan sebagainya.

Dari pendapat Dwiyato Agus menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi publik atau pemerintah kepada masyarakat terkait kewajiban seorang warga Negara. Kewajiban yang dimaksud berhubungan dengan individu pemohon jasa sendiri (missal kelengkapan kependudukan e-KTP, Izin Mendirikan Bangunan, akta kelahiran).
Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melakukan kegiatan dengan berlandaskan mencari  keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasi kepada pengabdian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 (ayat 1) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman kinerja bagi setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. 
Menurut Litjan Poltak Sinambela (2011:6), mengemukakan asas-asas pelayanan publik tercermin dari:
a. Transparansi
Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang dibutuhkan dan disediakan secara memadai.
b. Akuntabilitas 
Pelayanan publik harus dapat di pertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c. Kondisional 
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efesiensi dan efektitifitas.
d. Partisipasi 
Mendorong peran serta masyarakat dalam meenyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak  membedakan suku,ras, Golongan,gender, dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberian pelayanan publik harus memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
 Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik ditujuka kepada semua masyarakat termasuk masyarakat denga kebutuhan khusus, pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua elemen masyarakat. Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan mempermudah masyarakat dalam aktifitasnya.
Tujuan pelayanan publik semata mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas atas diterimaya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik dan buruknya pelayanan publik. 
Adapun dalam pasal 3 UU No.25 tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan undang-undang pelayanan publik adalah sebagai berikut: 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yag terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.
b. Terwujudnya sistem penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan koperasi yang baik
c. Terpenuhnya penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik.
Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menerima pelayanan.
Kualitas pelayanan publik yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya.  Jika konsumen merasa telah mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik pula. 
1.6.3 Persetujuan Bangunan Gedung
Persetujuan Bangunan Gedung atau dikenal dengan (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesusai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. PBG merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.
PBG akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya PBG menunjukan dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.
Dasar Hukum PBG Peraturan dan Perundang-undangan yang membuat PBG adalah sebagai berikut:
1). Peraturan Pemerintah (PP) No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Masalah yang ditemukan dilokasi peneliti yaitu: Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang belum optimal. Indiksi-indikasi dari masalah tersebut yaitu:
a. Lambatnya respon keluhan dan pengaduan yang disampaikan. 
b. Adanya perlakuan yang tidak sama dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan penerbitan izin hal ini menandakan masih adanya tebang pilih dalam memberikan pelayanan.
c. Penyelesaian SK penerbitan yang diajukan melebihi dan jangka waktu yang telah ditetapkan secara kuantitas kerja ini kurang maksimal.
Sesuai dengan judul Skripsi yang diangkat peneliti, maka penelitian ini menggunakan Teori Kualitas Pelayanan Menurut Zeithmal dkk (dalam Hardiansyah 2011:46). Dalam menilai kualitas pelayanan publik dapat dianalisis dengan teori dari 5 (lima) dimensi, antara lain :
1. Tangible, Berwujud. 
2. Reliability, Keandalan. 
3. Responsiveness, Ketanggapan. 
4. Assurance, Jaminan. 
5. Emphaty, Empati










					     (Input)Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
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     Mengukur kualitas pelayanan publik:
1. Bukti langsung(tangibles)
2. Keandalan(reability)
3. Daya Tanggap(responsiveness)
4. Jaminan (assurance)
5. Empati 






	- Pelayanan Optimal yang diharapkan Masyarakat
- Kualitas Pelayanan berjalan dengan efektif

			(Output)Mengukur kualitas pelayanan publik:
1.Bukti Langsung(tangibles)
2.Keandalan(reability)
3. Daya Tanggap (responsiveness)
4.Jaminan (assurance)
5.Empati

- Belum Optimalnya Pelayanan yang diharapkan Masyarakat
- Kualitas Pelayanan yang kurang efektif

	
Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang optimal pada bidang Perizinan di DPMPTSP  
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Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik pada bidang Perizinan yang optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
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 Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian
1.7.1 Definisi Konsep Penelitian
Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Kualitas 
Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kualitas berarti tingkat baik buruknya seseuatu atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb) atas mutu. Pengertian kuualitas menurut Tjiptono (1997), adalah Kesesuaian dengan persyaratan kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan bebas dari kerusakan/cacat. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat melakukan segala sesuatu secara benar sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
b. Pelayanan 
Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas atau organisasi yang memberikan pelayanan.
Menurut Hardiansyah (2011:11), mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak lain.Sementara, Kotler dalam Sinambela (2011:4), mendeskripsikannya tiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan pelayanan tida hanya dilihat melalui hasil atau produk layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap pemberi layanan.
c. Publik
 Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik berasal dari bahasa inggris (public) yang berarti umum, orang banyak, ramai (Sinambella Litjan Poltak, 2011:5).
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sam, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.
d. Persetujuan Bangunan Gedung
Persetujuan Bangunan Gedung atau dikenal dengan (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesusai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. PBG merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.
PBG akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya PBG menunjukan dapat dipertanggung jawabkan denga maksud untuk kepentingan bersama.
Dasar Hukum PBG Peraturan dan Perundang-undangan yang membuat PBG adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian
1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian
Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.
Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dijabarkan kedalam parameter indikator seperti tertera dalam tabel sebagai berikut:











Tabel 2
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	Konsep 
	Dimensi
	Parameter

	
Kualitas Pelayanan Menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiansyah 2011:46)
	1. Tangible 
(Berwujud)


	1. Penampilan petugas/ aparatur dalam melayani pelanggan.
2. Kemudahan proses pelayanan.
3. Kedisiplinan petugas.

	
	2. Reabiliy
(keandalan)


	1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan.
2. Memiliki standar pelayanan yang jelas.

	
	3. Responsiviness
(ketanggapan)



	1. Merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan.
2. Petugas melakukan pelayanan yang cepat.


	
	          
4. Assurance 
(jaminan)

	1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu
2. Petugas memberikan jaminnan biaya dalam pelayanan.


	
	
5. Empaty
(empati)
	1. Mendahulukan kepentingan pelanggan.
2. Petugas melayani dengan sikap sopan santun.




1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J.Moeloeng (2007:6), adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Peneliti mendeskripsikan bagaimana Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan maksud memahai keadaan yang ada.
Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gabaran atau penjelasan secara sistematis, factual dan akurat mengena Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Focus dari penelitian ini adalah:
a. Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. Secara umum ada dua jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini: 
b. Data Primer adalah seluruh data yang diperoleh langsung dari Informan dalam penelitian ini.
c. Data Sekunder adalah seluruh data yang diperoleh dari laporan ataupun publikasi yang pernah dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.
1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan
			Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam penelitian kualitatif (2009:76-77), menjelaskan objek informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan fokus penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.
Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayanan, keterangan atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Informan kunci yaitu : Masyarakat. Mereka yang paling banyak mengetahui dan merasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Dinas tersebut
b. Informan pendukung yaitu : Pegawai Dinas. Mereka yang       mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam informan kunci dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data
Penyusun melakukan pengumpulan data melalui beberapa proses teknik antara lain sebagai berikut :
1. Studi Lapangan terdiri dari :
a. Observasi 
Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian terjun langsung kelapanagn sebagai partisipan atau non partisipan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
b.	Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mngejukan pertanyaan dan terwawancara (Key Informan dan Informan Pendukung) yang memberikan jawaban atas pertanayan itu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung melalui komunikasi dua arah dengan mengharapkan jawaban sesungguhnya dari informan.
c.	Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya.
	2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang peulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.
1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan relibilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2008:276).
1.8.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode deskriptif kualitatif menurut analisis data yang dilakukan terus-menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, disetiap langkah dalam penelitian saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan analisis data model siklus yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1995:35), dalam buku metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R dan Do. Analisis data model siklus ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Pengambilan keputusan atau verifikasi. Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut     dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang dianggap menjadi pusat penelitian di lapangan.
b. Penyajian Data
Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.
	 c. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi
Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid unuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

















1.9 	Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.9.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan  di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Jalan Sunan Drajat No.20, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon yang merupakan lokasi dari penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Terdapat masalah di lokasi tersebut.
b. Adanya data yang mendukung.
c. Lokasi penelitian yang terjangkau.
1.9.2 Jadwal penelitian 
Disetiap penelitian harus ada catatan waktu aktifitas yang dilakukan oleh peneliti sehingga pembaca mengetahui kapan penelitian ini dimulai dan berakhir. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2008:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang dimulai dari Bulan April sd Agustus 2022. Sebagaimana tabel berikut dibawah ini:


Tabel 1.2 
Jadwal Penelitian 
	No
	Kegiatan
	Tahun
	2022

	
	
	Bulan
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
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